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TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENANAMAN MODAL
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2018

DITERIMA MENJADI

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN TENTANG PENANAMAN MODAL
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2018

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

Menimbang : a. bahwa untuk mempercepat pertumbuhan perekonomian, pembiayaan
pembangunan dan penciptaan lapangan kerja, maka dibutuhkan adanya
peningkatan arus penanaman modal di daerah;

b. bahwa untuk menciptakan dan menjamin iklim usaha yang kondusif dan
menumbuh kembangkan investasi dalam berbagi bidang, termasuk usaha
kecil dan menengah perlu diatur kebijakan dalam penyelenggaraan
penanaman modal di daerah;

c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hokum kepada
semua pihak yang terlibat dalam penanaman modal sebagaimana dimaksud
huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir
Selatan tentang Penanaman Modal,

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentangPembentukan Daerah
OtonomKabupatenDalamLingkunganPropinsi Sumatera Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis
Undang-UndangDrt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republim
Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-UndangNomor 58Tahun
1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724):



10.

11.

12.

13.

14.

15.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4852);
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4846);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130
Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5049);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pelindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5059);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
82, Tambahan Lembaran Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5234;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ) sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679 );

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 97, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak
Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu
dan atau di Daerah-daerah Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Berita Negara Republik
Indonesia Nomor 4674);

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);



Memperhatikan :

Menetapkan
KESATU

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian
Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4854);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 42);

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha
Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka dengan Persyaratan di
Bidang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 93);

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 221);

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Rl Nomor 13
Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas
Penanaman Modal;

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal RI Nomor 14
Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan
Penanaman Modal;

Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Tanah Ulayat dan Pemanfaatnya;

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan;
Hasil Pembahasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir
Selatan dan Tim Pemerintah Daerah pada tanggal 24 April

s/d 5 Mei 2017.

MEMUTUSKAN

Disetujui Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penanaman Modal

Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018, menjadi Peraturan Daerah Tentang

Penanaman Modal Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018;



KEDUA

KETIGA

Untuk menindaklanjuti sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU
ditetapkan dengan Persetujuan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan Dan Bupati Pesisir Selatan;

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di  : Painan
Pada tanggal : 8 Mei 2018

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
Ketua,

EDI RAHMANTO PUTRA. S.IP



PEMERINTAH DAERAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN N | KABUPATEN PESISIR SELATAN

Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 10 / DPRD-PS/2018
DAN
BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR: 180/ /Kpts/BPT-PS/2018

TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENANAMAN MODAL
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2018

Menimbang : a. bahwa untuk mempercepat pertumbuhan perekonomian, pembiayaan
pembangunan dan penciptaan lapangan kerja, maka dibutuhkan adanya
peningkatan arus penanaman modal di daerah;

b. bahwa untuk menciptakan dan menjamin iklim usaha yang kondusif dan
menumbuh kembangkan investasi dalam berbagi bidang, termasuk usaha
kecil dan menengah perlu diatur kebijakan dalam penyelenggaraan
penanaman modal di daerah;

c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hokum kepada
semua pihak yang terlibat dalam penanaman modal sebagaimana dimaksud
huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir
Selatan tentang Penanaman Modal,

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentangPembentukan Daerah
OtonomKabupatenDalamLingkunganPropinsi Sumatera Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis
Undang-UndangDrt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republim
Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-UndangNomor 58Tahun
1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724):



10.

11.

12.

13.

14.

15.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4852);
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4846);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130
Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5049);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pelindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5059);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
82, Tambahan Lembaran Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5234;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ) sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679 );

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 97, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak
Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu
dan atau di Daerah-daerah Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Berita Negara Republik
Indonesia Nomor 4674);

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);



Memperhatikan :

Menetapkan
KESATU

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian
Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4854);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 42);

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha
Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka dengan Persyaratan di
Bidang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 93);

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 221);

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal RI Nomor 13
Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas
Penanaman Modal;

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Rl Nomor 14
Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan
Penanaman Modal;

Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Tanah Ulayat dan Pemanfaatnya;

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan;
Hasil Pembahasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir
Selatan dan Tim Pemerintah Daerah pada tanggal 24 April

s/d 5 Mei 2018.

MEMUTUSKAN

Disetujui Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penanaman Modal

Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018, menjadi Peraturan Daerah Tentang

Penanaman Modal Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018;



KEDUA

KETIGA

Untuk menindaklanjuti sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU
ditetapkan dengan Persetujuan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan Dan Bupati Pesisir Selatan;

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Painan
Pada tanggal :8 Mei 2018

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
Ketua,

EDI RAHMANTO PUTRA. S.IP

Wakil Ketua,

. APRIALH AS.EH. MH

RASMIL MURTADHA. S.IP



